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ABSTRACT

Poverty could be seen as the son of development. At one side development is

~ intended to create welfare and wellbeing for the human kind, but at the other side it R
gave birth to poverty and backwardness. The question is why development with its ~
high demand, on the contrary creates poverty? The answer lies in the paradigm used -

as guidance and framework for development. The paradigm might be wrong in its .

theoretical assumption as well as practically; or it might be theoretically well but
failed in its praxis. It must be accepied that a paradigm has its own limitation and
might not be able to address the intended development’s objective and needs, which
thus might be the cause for poverty. In this article the people centered development
paradigm is considered well theoretically but failed in its praxis to overcome poverty

because it embedded vested interest of the elites. This paradigm has failed from the

period of the New Order as well as the current Reformation Order. To overcome
poverty, there is a need for 2 new paradigm.
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PENGANTAR

Mimpi tentang sebuah negeri tanpa kemiskinan adalah sebuah obsesi. Alan |

tetapi, apakah mimpi tersebut dapat menjadi sebuah keniscayaan? Sejarah mencatat
setiap pergumulan dan perjuangan mengatasi kemiskinan. Dalam sejarah, kita pernah
bermimpi menjadi negeri tanpa kemiskinan sebageimana mimpi Presiden Soeharto
yang dikutip oleh Tadjudin Noer Effendy sebagai berikut:...dalam tahun 1996
Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia tidak berapa lama lagi akan dapat
menuntaskan kemiskinan. Artinya, tidak ada lagi penduduk hidup dalam kemiskinan.
Seolah-olzh fidak berapa lama lagi ramalan Roneeowarsito akan meniadi kenyatasn

yakni negara tata tentram Joh jinawi segera terwujud. Mimpi indah buain rezim Orde
baru adalah bagaikan mimpi tukang cendol putus lotre tanpa pernah mampu membeli
kupon lotre.

Meskipun demikian, kita terus berupaya menanggulangi kemiskinan sejak
Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga Millenium Development Golds (MDBG’s),
Lebih jauh, dalam setiap kampanye pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah
sampal pemilihan presiden, tema kemiskinan menjadi komoditas politik yang laris.




L '_'JURNA;_: :PERK_OTAAN~ i 2008

-'Tldak hanya itu; kemlskman guga malah 1"1181‘1_]Eld1 sebmh pmposal mahal yang

: :'_"'-'dapat dijual. Sebagal sebuah perbandmgan ketika -Indonesia mengaiann krisis
- ~ekonomi pada tahun . 1997 1998, tiba-tiba data jumlah penduduk miskin mencapai
. angka sekitar. 80 juta “atau. 36 persen pendudu’m Indonesia. Mencenganokan‘
. '--3._'-__Menanggap1 data. tersebut Ph1hp Clarke Kepala Perwakilan varam Pangan Dunja
o __f":(Wo:f 1d, Food Pi’ogmm) dalam hauan Aompas ‘tanggai 12 Marct 1999 menoatakan

_ - jpenlyétaan itn beriar ada sckian Juta m'mus1a Indonesza terpaksa dimlskmkan setelah SR -
- krisis....” Tadjuddin Noer Effendi memmpah pernyataan Philip Ciarke mengenai

;angka kennskman yang dibesar-besarkan sebagai bukti bahwa kemlskman dljadlkan -

e komodm vang dapat dijual untuk menggaet dana.

Data kemiskinan di bawah mi dlsajikan sébagm salah satu contoh modei

c kemzskman yang 'Eejtjadl di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

: .: ~(NTT). Data i ini sengaja dltampﬂka.n untuk mehhat salah satu fenomena kemlskman
o -ch daerah yang dapat dlj adlkan reﬂeksz ' : : _

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja perekonomian Kabupaten Manggarai pada tahun 2008 mengalami
perkembangan yang positif sebagaimana digambarkan dengan meningkatnya laju
“pertumbuhan ekonomi dari 4,3% pada tahun 2007 menjadi 4,9% pada tahun 2008
(lihat Tabel 1). Pemisahan data sebagai konsekuensi pembentukan Kabupatcn
Manggarai Timur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai
yang hanya terdiri dari sembilan kecamatan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan
ekonomi gabungan Manggarai dan Manggarai Timur dalam kurun waktu 2005-2007,

Tabel 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Manggara: 20{)5-2908
' menurut Harga Kenstaa Tahun 2000 5 T

2006 2007 A 2008%*

(9 Kecamatan)

2005+
Urzian Pertumbuhan Pertumbuban Pertumbuhan
Rp) Rp. o Rp. %) Bp- %)
Kab, Manggarai
& Manggarai 788.170.576  $13.330.857 32 245.827.982 40
Timur Y
Kab. Manggarai 465250271 483261.395 3.9 504.11¢.126 43 528,590,475 49

Catatan : ¥ Data BPS Kab. Manggarai ; ** Data Perkiraan Bappeda Kab. Manggarai
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Y -PERKEMBANGAN PR@DUK DOMESTIK REGIONAL BRU’IO MENURUT -
. KECAMATAN = -

o Jlka dlamatl pertambuhan ekonoml per kecamatan (11hat Tabel 2 di bawah) L

R _capazan pertumbuhan ekonomi = sebesar 4,9% pada tahun 2008 terutama
- disumbangkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Langke Rembong
L -'-yang bertumbuh sebesar 6 8% R’tta»ra,ta pertumbuhdn selama talum 2005~2008.._f
3_."mendekat1 t*!.rget rata—lata pei‘tumbuhan 61{01’101‘111_ dalam RPJMD Kab Manggalal_-:_ G

' 2005—2010 yang dxtetapkan sebesar 5% per tahun F e

. o ’Eabei 2. Perkembangan PDRE per Kecamatan 2006- 29(}8
_____ o e oo menurut Harga Kousmn Tahun 20{}0

2006 ar 2007 : 2008 L Rata-Rata
Kecamatan Rp. Pertumbuhan Rp. Pertumbuhan R Periumbuhan  Pertumbuhan
(%) (%) (%) 2005-2008

Satar Mese 80.639.989 23 83.652.387 3.7 86.466.712 34 1,5
Langke Rembong 198.236.125 53 206.551.193 42 220.509.489 6.8 55
Ruteng 82.004.566 3.0 85.090.295 3.4 88.179.779 1.6 3,7
Wae Rii 26.681.240 2.3 27.489.409 3.0 28,446,920 3,5 3.3
Cibal 43.715.049 2,7 45674711 4.5 47.240.305 3.4 40
Reok 51.986.426 41 55.655.481 71 57.747.270 3.8 5.4
483.263.395 3,9 504.113.476 4,3 528.590.475 4,9 4.6

Catatan :  *Data dari BPS Kab. Manggarai ; **Data Perldraan Bappeda Kab. Manggarai

PENDAPATAN PER KAPITA

Meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi -
~ pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai masih berada di bawah pendapatan per
kapita Provinsi NTT (lihat Tabel 3 di bawah). Namun, pendapatan per kapita
Kabupaten Manggarai yang bertumbuh 10,4% pada tahun 2008 terlihat jauh lebih
baik  daripada pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata NTT yang hanya
bertumbuh 4,6%.
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Tabel 3 Perkemhangan Pendapatan per Kaplia ::_' o
Kabupaten Manggara: 20{33 20{}8

Manggaral I NTT . Sel151h

Tahun -
o o Rp oo %o Rp o % - Rp)
2003 1749852 . 2626180 - 576328

o .-”'._:'i‘:'-é_i??-ﬁ'l.b?'”.'."-113".1050002 o
20052137, 2083 141 3281657 123 L144S74
2006 2276455 65 3.658383 115 1381928
2007 2488440 93 4043024 10,5 1.554.584
2008 2746818 104 4229404 | A6 1482586

' _TiNGKAT KEM§SKINAN

Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomz perkembangan angka
kemiskinan juga menunjukkan perbaikan (lihat Tabel 4 di bawah). Hal ini terlihat
dari menurunnya persentase kepala keluarga (KX) miskin di Kabupaten Manggarai
dari 67,8% pada tahun 2005 menjadi 63,9% pada tahun 2008, Meskipun demikian,
persentase KK miskin di Kabupaten Manggarai masih lebih tinggi daripada rata-rata
persentase KK miskin Provinsi NTT yang sebesar 56,75%. Hal itu mengindikastkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2008 masih terkonsentrasi di
wilayah tertentu, yakni di Kecamatan Langke Rembong, yang merupakan pusat
administratif pemerintahan. Selain Langke Rembong, persentase KX miskin yang
rendah juga tercatat di Kecamatan Satar Mese, sedangkan kecamatan-kecamatan lain
mencatat persentase KK miskin berada di atas rata-rata Kabupaten Manggarai.
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Tabel 4 Perkembangan ’E‘mgkat Kenuskman di Kabupaten Manggami
’I“ahun 2805 dan Taimn 2008

2005 o ' 2008

.:Kecamai'ax.l S o Jumlah KX ' Jumlah  Jumlah K¥
e KK Mslin % KK Misin %
SatalMese 12876 8036 624 1 389 780 st
 '-”'-'i_éihg'i{e'RegB@ng, T 10,146 Came "45,6 '*10 406 o 4533 b :' ::%3,5'_;
.   3 R._u.ten.g G 14,283 _10.073 70,5 "15.013 " 5.8_77 o }55,3'_._
4 WaeRii L sam 4362 827 - 5516 4.166 755
s Cibal 587 7036 803 82 6.940 80,4
6 Reok 6.701 5.002 760 6958 4.896 704
Manggarti 53165 39428 678 59909 38252 419

- Kemigkinan memang memiliki berbagai bentuk, ukuran, ideologi, dan
karakter. Meskipun demikian, penulis tidak menyoroti secara khusus bentuk dan
karakter kemiskinan, tetapi akan melihat ~keterkaitan antara paradigma
(pembangunan) dan kemiskinan sejak Orde Baru yang sentralistik dan otoriter sampai
pada era Reformasi yang desentralistik dan demokratis. Apakah ada kaitan antara
paradigma pembangunan dan model/metode penanggulangan kemlskman dan se}auh
mana dampaknya? - | :

UKURAN DAN DIMENSI KEMISKINAN

Umumnya, masyarakat sudah mengetahui ukuran kemiskinan., Ukuran
kemiskinan yang ‘latah’ digunakan secara objektif adalah sebagai berikut. Pertama
adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dengan tingkat
pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan,
sandang, kesehatan, dan pendiciikan Konsep kemiskinan absolut berpedoman pada
kebutuhan hzdup dasar minimum anggota masyarakat. Karena itu, rumusannya selain

konseptual, juga konkret, Walaupun terdapat ukuran kemml{man Iam ukuran
kemiskinan _ahaolnt magih d!mrhlf;m actian uloma Wadne oJd010l 1

olza olada £
X T .nw.ulsuniuu&.l ToIETT

Kemiskinan relatif adalah perhltungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi
pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih
berkaitan dengan distribusi pendapatan entarlapisan sosial. Misalnya, membedakan
proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok tertentu dengan
kelompok-kelompok sosial lainnya.

Meskipun ukuvran kemiskinan penting, kemiskinan relatif memiliki
keterbatasan cakupan. Karena itu, ukuran kemiskinan harus dilengkapi dengan
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_.dmwnm kemlskman agar dapat merepresentas'" -_}cebutuhan masyarakat rmsi{m

i1

o Dalam dimensi kultural terdapat twa tmgkat analisis '-kemlskman' 1I‘ld1VIdu..._:'
- keiuarga “dan masya"rakat Pada tingkat 1nd1v1dua1 kezmskman ditandal dengan sifat -

w yang lazim dlsebut a strong feehng of margznalzty seperti sﬂ{ap parokzai ‘apatisme,

. 'r‘kemiskman, yaitu fdﬂ:ﬁénsa . kuitural dan dlmeﬂsy'simktma} Seﬁap:'perspektxf mii’if_ i
" memiliki - acuan, metodologl dan tekana.m1ya' ang' 'belbeda dala

| menganahsxs_ o
masaiah kemiskinan. ' i

' fatalisme aiau pasrah pada nasib, boros, tergantung, dan inferior. Pada tingkat . = -

keluarga kemiskinan dztandaz dengan Jumlah anggota keluarga yang | besar dan free '

. union or- consensual marrzages Pada tmgkai: masyarakat kemlskman terutama
' '_'dltungukkan oleh tidak tenntegrasmya kaum ~miskin dengan 111st1tu81-1nst1tusi_

- ‘masyarakat secara efeknf Mereka sermgkah memperoleh periakuan sebagm objek :
'yang perlu digarap danpada sub}ek yang perla diberi peluang untuk berkem‘nang
‘Dimensi struktural melihat masalah kemiskinan sebagai dampak dari szstem
ekonorm yang mengutamakan akumuiam kapntal dan produk- produk teknologl
modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam programuprogxam
pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan peztumbuhan dan kurang
memperhatikan hasil pembangunan, Progra.m—program itn antara lain berbentu.k
intensifikasi, ekstensifikasi, dan komersialisasi pertanian untuk menghasmcan pangan
sebesarwbesamya guna memenuhl k.ebutuhan nasmnai dan ekspox e

PARABEGMA PEMBANGUNAN

Paradigma merupakan sebuah model teon atau konsep yang dlpakm sebagal
acuan berpikir dan bertindak. Sementara itu, Fagih (2()08) menuliskan pembangunan
sebagai ussha bertahap menuju modemnisasi, yang meliputi ~ sekularisasi,
komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup materi, literasi, pendidikan,
media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi.

Karena itu, pembangunan membutuhkan paradigma sebagal acuan., Acuan di dalam
membangun negara-bangsa i, ' - - T
Di dalam sejarah membangun negara-bangsa inl, menurut Tjokrowmmo
(2002:216), terdapat tiga paradigma yang mﬂngadz acuan pembangunan. Perfama,
Production Centered Development (PCD). Kedua, paradigma kesejahteraan (weljare
pamdzgm) Ketiga, paradigma People Centered Development. Di bawah ini disajikan
masing-masing postur dari ketiga paradigma fersebut yang dﬂ@ngkapx dengan

berbagai dampak, kelemahan, dan kekuatannya.
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o f = ‘peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa
“yang diproduksi ‘seria” kenaikan tingkat ‘konsumsi. masyarakat; (b) konsentrasi

S Pmducfzon(fem‘emd E?.ﬁé{@})m;éﬁr {PCB) : :__:':: : L e

- Kankieristik PCD, antara lain scbagai berikut: (z) berorientasi pada

. pemilikan " alat produkSI, dommaszf. ~mekanisme pasar - dalam- "m'gnéil_iﬁkail_'.'jéiiis,'_':: R

- kumnitas, dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi; (c) optimalisesi pemanfaatan

~ lopital. Sisiem perencanaan yang seniralistit di dalam rcalitenya tolah gagal
- movjudkan wrickle down development” sebagimana dijanjilan.

. PCD berorientasi pada “pertumbuhan ekonomi. '_.'Dang'aﬁ"'."_-inéﬁlﬁﬁ':fcepat__'_ .
pertymbuhan ckonomi, ‘terjadi efek menctes ke lapisan masyarakat bawah yang

o - ditunjang oleh stabilitas politik (sentralisasi, deparpolisasi, departisipasi, depolitisasi,

- represi, kooptasi, dan lain-lain). Untuk menciptakan stabilitas politik, negara (state})
.. mengambil posisi yang sentral dan dominan dengan membeniuk aliansi strategis yang
terdiri  dari - militer, penguasa, teknokrat, dan pengusaha. Aliansi strategis ini
memposisikan negara secara dominan (peran dominasi negara). Sementara itu, -
masyarakat diorganisir menurut kesamaan fungsi dan spesialisasi, seperti KORPRI,
PKK, PGRI, ORGANDA, IDI, dan HKTI Masyarakat diorganisir agar dapat
terkooptasi dengan cara meniadakan pluralisme, mengurangi akses masyarakat pada
politik, tidak membiarkan banyak partai politik bertumbuh, dan membiarkan
masyarakat memilih partai GOLKAR ' (mesin politik negara). Negara, dengan
demikian, ‘dengan mudsh . menentukan kebijakan pembangunan menurut
kepentingannya (aliansi). Negara juga diperkuat oleh birokrasi yang andal. Menurut
King dalam Tjokrowinoto (2002:185), di Indonesia berlaku bureaucrati authoritarion
regime. Bureaucrati aquthoritorian model mempostulasikan suatu dominasi politik
yang distinct, modern, dau relatif stabil yang timbul di dalam kerangka konfigurasi
historis den kondisi politik yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan
kekhususannya dan mengeliminasi kekuatan-kekuatan distabilitas vang timbul dalam
proses modermisasi karena hakikat strukiur dan prosesnya sendiri. King mendasari
legiiimasinya dalam membina landasan legitimasi yang bersifat pluralistik, yang
merupakan kombinasi dari karakterisiik campuran yang amat diperhitungkan antara
prinsip-prinsip tradisional, kharismatik, legal, substantif-rasial, dan efisisensi teknis.

Akibatnya, selama masa Orde bary, sistem politik yang di(berlaku)kan olch
negara bersifat monoliiik, berieniangan dengan kondisi kita yang heterogenisiik.
Pluralisme sebagai sebuah pluriformitas ditekan demi status guo sosial (politik).
Birckrasi lebih melayani kepentingan rezim politik daripada kepentingan rakyat.
Birokrasi cenderung menjauh dan tercerabut dari masyarakat. Terjadi prakiik kolusi
antara birokrasi pemerintah dan pihak kekuatan ekonomi swasta, Represi ideologis

UDANEI WK mMenakun rakyal secara politik sehingga ruang kontrol dan kritik
rakyat tertutup dengan memanipulasi budaya (simbol-simbol kultural) yang pada
gilirannya membuat rakyat memandang pengusaha sebagal makhluk yang seolah-olah
tanpa cacat cela dan tak perlu dikontrol lagi. Pembangunan hanya melahirkan “cara-
cara pemberdayaan ekonomi” untuk elite, tetapi juga menciptakan “ketidakberdayaan
politis” masyarakat lapisan tertentu. Maka tidak heran kalau kemiskinan terjadi
karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak
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:-:"_'Asumsmya orang yang Imskm secara struktural (pohtls) mzskm puia secara fmaten

m wyentuh  sektor " agraris, rprogram-program 1ntens1ﬁka51, “ekstensifikasi,” dan
"‘-'-'__-komer&ahsam pertaman Di sapn sisiy program ini “berhasil menmgkatkan hasil
produksi secara besar—besaran (surplus), tetapi, di sisi: lam temyata hanya kelompok -

Hal itu terjadi karena, pe;rtama;-bérkaitaﬁ"dengan :iakumuiaSi-kapital

o datang bersamaan. dengan per}cembangan teknoiog1 modern. Konsekuensmya mereka L

- | _menunjang’ miroduksxt ‘teknologi - ’oam, dzbentuldah ~lembaga- ekonomi. Idealnya '
* . lembaga-lembaga ini- dlbutuhkan uniuk mengantlslpam pembahan teknologl fungsi
" produksi, dan struktur pasar: schingga ‘konsumen ikut menikmatinya. = Akan tetapi,

'Aklbatnya lembaga itu didak dapat ‘memberikan fas;htas secara. optnnal kepada
semua Iaplsan masyarakat kecuah hanya kelompok kaya yang dapat memkmatmya

: Beberapa contoh di bawah -ini, -seperti’ Revolusi- Hijau yang “dipandang
berhasil, temyata membawa dampak buruk sepertl dlsmyahr Usman (2003 127) _
berikut. : A

Dl pedesaan, teiah se_]ak lama tezj;adz apa yang laznn chsebut green
_ revolutzorz yaitu suaiu bentuk transformasx yang dahsyat dan sistem pertanian
‘sederhana menjadi sistem pertanian ‘moderen. Transfonna31 itu dilakukan
melalui intensifikasi, ekstcnsﬁikam, dan komer51ahsas1 pertaman untuk
menghasilkan pangan yang sebesar~besamya guna memenuh1 kebutithan
~ nasional. Hasilnya telah mengangkat negara ini dari salah satu ‘negara
. pengimpor beras terbesar di dunia men;adz negara yang . berswasembada
_ pangan. Keberhasilan ini di samping. secara -akademis telah menggugat '
) kemapanan teori evolusi pertaman juga membuka mata dunia bahwa negara
ini telah mampu meningkatkan produksi padi secara besar-besaran dalam
wakin yang relatif singkat. Sebagai ilustrasi, pemngkatan produksz padi di
Jawa dari 1,81 ton per hektar menjadi 3,01 ton per hektar hanya memakan
waktu kurang lebih 68 tahun (1880- 1948), sedangkan di Taiwan, pemngkatan
dari 1,35 ton per hektar mengadx . 24 ton per hektar memeriukan Waktu 57
tahun (1913 1970) '

.;%@%m&gvnhsm Wnﬂm umhﬁW'} ﬂzmnﬂk

JURNA"I)PER?E)'TAAN; jméz_"'z_bcig.-__j” e
~Kelemahan PCD dapat dxhhat m1salnya dalam bzdang peltaman yang e

kaya'yang dapat-me anfaatkan surplus’ tersebut Terjad1 disparitas =.soszal ekonom; _:

:.--.memperoleh akses yang lebih banyak untuk. mendapatkan aset- aset tambahan yang S

lebih - cepat ‘berkembang.: Kedua, berkaitan: dengan fungs; Jlembaga. Dalam rangka_ 8

“.dalam: kenyataannya ‘justrn lembaga tersebut melahlrkan stratzﬁkasz sos1a] baru. :

buruk? M@mang, persoalan tersebut kompleks sifatnya. Baik petant kaya maupun
petani gurem tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan
fasilitas yang diintroduksi. :

...Banyak studi memperlihatkan ‘bahwa proses iﬁtroduksi itu temya‘éa
dibingkai oleh iklim ketidakadilan. Banyak barang dan jasa didistribusikan
mengikuti jalur kekuasaan dan dengan demikian mereka yang berkuasa lebih
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ﬁ.-"banyak memohOpoii baraﬁg' dan jasa. Proses monopoli dapat dijelaskan,
" -pertama, - berkaitan dengan - akumulasi kapital. " Petani kaya ' memperoleh - :
kesempatan yang lebih banyak dalam mendapatkan aset-aset tambahan yang .

datang bersamaan dengan perkembangan teknologi pertanian ‘moderen.

.. -Akibatnya, mereka dapat lebih cepat berkembang, Kedua, berkaitan dengan
- fungsi-fungsi lembaga yang dibentuk wntuk menunjang teknologi pertanian =

© o ity sendiri. Lembaga-lembaga ity dibentuk untuk ‘mengakomodasi fungsi -
- produksi, struktur pasar, den  preferensi konsumen. Namun, dalam

- kenyataannya, “hanya  petani - kayalah -yang banyak menikmati. jasa-jasa

. kelembagaan. Mereka adalah kelompok elite yang kerap kali sangat
. determinan - dalam proses pengambilan keputusan-keputusan krusial yang

- berkaitan dengan kebijakan ekonomi, Di daerah perkotaan, kondisinya hampir

* sama meskipun wajahnya agak berbeda. Di antara para pengusaha yang
“memperoleh kucuran dana untuk menunjang proses indusirialisasi, temyata
banyak yang melakukan manipulasi dan monopoli. Dengan dalih efeldtivitas

dan efisiensi, mercka telah ‘merampas’ tanah dan tenaga kerja yang murah

dalam proses produksi. Ironisnya beberapa kebijakan justru memperlicin

proses perampasan itu (Usman 2003:131-133).

Paradigma Kesejahteraan

Paradigma ini lahir ketika PCD dengan orientasi pertumbuhan ekonominya -
sebagaimana  diasumsikan - justru melahirkan disparitas sosial. Cita-cita
memperbesar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi demi efek menetes ke lapisan
masyarakat bawah dengan ditunjang oleh stabilitas politik ternyata gagal. Karena itu,
diciptakan strategi pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan dan penanggulangan
kemiskinan (growth-cum poverty alleviation and social equiry) baik melalii “efek
tetesan” (#rickie down effect) maupun intervensi langsung (direct attack). Hanya saja,
meskipun paradigma ini bernsaha menjawab persoalan pertumbuhan sekaligus
pemeraiaan, tidak dilempatken dalam ukuran dan dimensi kemiskinan yang
proporsional sebab ukuran kemiskinan lebih menggunakan pendekatan neoklasik
(ekonomi/materi) dengan mengacu dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Paradigma kesejahteraan menjanjikan tingkat kesejahteraan rakyat dan
keadilan sosial (social eguity). Komitmennya adalah melaksanakan sejumlah besar
program yang akan mengantarkan hasil pembangunan kepada sebagian terbesar
anggota masyarakat dalam wakiu yang sesingkat mungkin melalui lajur yang
selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses mereka
kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Pendekatannnya adalah melalui

Perancangan  progranl yang membernl paket teknologl, sarana produksi (bibit
insektisida, pupuk, dan sebagainya), dana, logisiik, sistem pemasaran, serta subsidi
yaig diharapkan dapat mendorong masyarakat tumbuh dan sejahtera.

Beberapa contoh penerapan paradigma kesejahteraan dalam menanggulangi
kemiskinan selama Orde Baru, antara lain proyek INPRES, pelayanan sosial, seperti
pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi; penyediaan fasilitas-
fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah, seperti KUPEDES, KURK, BKEK,
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KCK }{redit bn'nas pembaﬂgunan mfrastrtﬂxmr pedesaan khususnya pengembangan-_.”-"-'

i _'_thmm ﬁpgkkbrgg_}a i«-."r}u_;;.;;'_zqs: S

':pertaman pengembangan kelembqgaan ‘sepertl- program . pengembancan w1layah____--..__-_
-'_'-f_-__'(PPW) pengembangan. kawasan terpadu (PKT), program. pemnf"kavm pendapaia' e
. petani kecil {PAK); program pensemasan melalui: mpres desa. iemnggal (IDT) yanu'__;-.- e

i _f_:_-:upaya mengen‘tas ‘lapisan miskin secara komunal pcngembangan jaring’ pengaman_ S

Derkelangman (Su&amec’ developmenr) dan segi mana,jemen pembanffunan We!fare~ e
-~ oriented deve!opment ataupun equnjy or:enfed development mencandung dua -
L keiemahan pokok Pertama, prowramwprogmm kesejahzeraan yang didesain, dabmyai e
dikelola secara senirahshh itn memerlukan - biaya yang ‘amal mahai untuk dapat -
berhasil, lebih dari apa yang dapat ditanggung oleh birokrasi. ‘Kedua,” program-'-
: 'program kese;ahteraan ‘semacam i terlalu menguntungkan pelaksa:nammya pada
‘manajemen Dbirokrasi yang tegar dan tidak 1untur, yang tidak mempunyai kemampuzm
untuk memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan rakyat Sebaliknya, rakyat
‘harus menyesumkan diri dengan apa yang dapat diberikan oleh birokrasi, sedangkan
partisipasi yang menyertfu gaya pembangunan ini. sermgkah lebih merupakan o
miobilisasi, partisipasi masyarakat dalam xmpiementam program danpada partlsxpam
daiam pengambilan keputusan.

Bagaimana dampak paradxg“na kese;ahteraf_n ini? Benkut dltampzikan
pengaiamau masyarakat manakala menerima program kemiskinan yang difasilitast
pemerintah. Sebagai contoh, soal jaringan pengaman sosial yang bertujuan agar
pendaduk miskin dan yang mengalaxm krisis tidak terpuruk sengsara. Sebuah
program yang baik dan manusiawi. Implementasinya teryata tidak seperti yang
diharapkan. ‘Perscalannya adalah berikut. Periama, fak mudah manmdenﬂﬁkas;.

- .'sasaran. Indikator yang ada adalah data dari inpres desa ter’tmggal (IDT), seperti

prasejahiera dan prasejahtera 1. Sementara itu, data dasar yang digunakan untuk IDT
adalah data hasil pengumpulan tahun 1996 (sebelum krisis berlangsung), sedangkan
krisis mulai tahun 1997 sehingga suhL menemukan oraﬁg mlskm (terpum}\_) akxbat
krisis di lapangan.

Kedna, dampak krisis berbeda di setiap masyazaha’c/daex ah. Krisis lebih
dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang industrial, yang tergolong kelas menengah
atas. Mereka mendapat pesangon dan mempunyai tabungan yanc munﬂkm dapat
dimanfaatkan univk mencari peluang keria di sektor fain.

Soal program IDT, misalnya, menarik karena menjanjikan kemandirian
kelompok masyarakat kecil, yang secara ekonomis merupakan basis perkembangan
perekonomian rakyat, Wamun, dalam implementasinya, sangat kompleks. Memang,
beberapa desa tertinggal semakin berkembang dan kelompok miskin meningkat
pendapatannya setelah menjadi bagian dari program IDT. Akan tetapt, kenyataannya
juga, tidak sedikit desa tertinggal lainnya hampu tidak berkembang. Jumlah dana
yang tersalur di desa-desa terscbut tidak sesuei dengan kelentnan, pemanfaatannya
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o sesuai _de;_igan 'yéﬁg‘d_ii;_iaifap};aq'_' G

' '-P{giﬁéﬁig&;d Pegple '?C'é}?é‘é_;f‘éd Eéﬁé@b@;}zént -

v mdakmengmun mekamsmeyang telah __ditetépkan, 'dan: p_ehdéiﬁpihgéiiﬁya_ pim tidak _

Sl Paradigma mz mempakanpamdlgma pembangunan yang bertumpu | pada

- masyarakat, yang merupakan  reaksi - (refleksi) terhadap  paradigma  production

 centered development dan welfure paradigm. Paradigma ini muncul tahun 1980-an,
- melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (community based resource

g 5 --.:_nfzc_i}_zfz'geﬁziéizzj)_.'_iP_&S__a‘_t_ ‘perhatian people centered development adalah 'pémbéiﬁgunah_:_’_ -_: 2
- manusia - (human growth), kesejahteraan (well-being). keadilan (equity), dan -

~ keberlanjutan '(susm';'n_aibili_zj)). Logika yang mendominasi paradigma ini adalah =
- keseimbangan ekologi manusia (human ecology); sumber pembanguan yang utama

. adalah informasi dan prakarsa vang kreatif yang tak akan pernah habis; tujuannya
yang utama adalah perkembangan manusia, dalam arti aktualisasi yang optimal dari
potensi manusia (Korten 1984 dalam Tjokrowinoto 2002:216-219). Paradigma ini
memberikan peranan kepada individu sebagai subjek pembangunan dan bukan objek
pembangunan sehingga dapat menentukan arah dan tyjuan pembangunan, serta
memiliki akses atas aset-aset dan sumber-sumber demi hidup mereka. Paradigma ini
memberi tempat yang penting bagi inisiatif, prakarsa, kreativitas, dan
keanekaragaman lokal. Paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang
mandiri, berdaya, dan otonom sebagai suatu sistem yang dapat mengorganisiasi diri
mereka sendiri.

Pokok pikiran yang terkandung dalam paradigma ini menjadi fumpuan
pengelolaan sumber daya lokal. Pengelolaan sumber daya Jokal merupakan suatu
manajemen pembangunan yang lahir demi menjawab  kebutuhan pembangunan,
sepertl  kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi
masyarakat di dalam proses pembangunan. Aksentuasi dan artikulasi pengelolaan
sumber daya lokal terletek pada teknologi social learning dan strategi perumusan
program  yamg berfujuan untuk  meningkatkan kapasitas masyarakai untuk
memberdayakan diri.

Manifestasi pengelolaan sumber daya lokal bervariasi. Terdapat sejumiah
pokok pikiran yang terkandung di dalam pengelolaan sumber daya lokal, yaitu (1)
keputusan dan insiatif untuk mengidentifikasi masalah dan memenuhi kebutuhan
masyarakat lokal ditentukan oleh warga masyarakat sendiri secara partisipatoris dan
demokratis; (2) kapasitas rakyat miskin diperkuat dalam mengelola aset-aset yang
ada pada masyarakat setempat demi pemenuhan kebutuhannya; (3) kebebasan
diberikan kepada individu dalam menentukan keputusan dan pilihan-pilihan secara

(GIETansit dan desentralisuk; (4) metode dialog partisipatif, experiencial, membangun
kesadaran kritis (contientisasi), misalnya, digunakan melalui social learning, bagi
mdividu di dalam berinteraksi secara interpersonal dan  organisatoris; (G)
pengorganisasian ditingkatkan sehingga turibuh budaya kelembagaan secara otonom,
mandiri, interaktif, dialogis, kritis, dan setara; (7) jaringan koalisi antar-stakeholder
terbangun, seperti kelompok-kelompok penerima manfaat dan pemerintah daerah
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' sehmgga mempel Tuat- penguasaan (akses) dan kontrol serta mennhkl kapasp‘;as uni;uk :
'mengoiah sumber—sumber setempat R e e

":KEMESKENAN DAN SEK@L@MET E?EZNGALAMAN LEMBAGA SWAEAYA
' 'MASYAE%AKAT EH '

' -seb 2ai acuan pembangunan Pengalaman mcnungukkm ‘bahwa tidak semua

T "paradigma mampu mensejahtemkan masyarakat malahan, sebahknya ada’ paradigma_ "

. yang melahirkan persoalan sosial ‘baru seperti - kesenjangan sosial dan kemiskinan,
Paradigma production centered development (1960-an) dan welfare (1970-an),
nnsalnya mengalami }s_ega.gaian dalam mentransformasikan masyarakat. Karena itu,
mencari dan menemukan paiachgma baru yang, tepat. mempakan tantutan. Lahirnya
paladlgma ‘people centered developmenf mempakan jawzban atas kegagalan
paradigima-paradigma sebeiumnya Hanya saja, munculnya paradigma people
centered development pada tahun 1980-an justru pada saat negara menerapkan
stabilitas politik, sementara paradigma ini membuiuhkan syarat demokrasi. Pilihan
paradigma people centered development tepat, tetapi ‘tzdal«; sz‘i:uasmnal sehingga tidak
berkembang baik pada masa Orde Baru.

Merespons lahimya paradigma tersebut, pa.da awai tahun 1980-an, di
Indonesia pernah gencar didiskusikan paradigma pemberdayaan masyarakat. Akan
tetapi, perdebatan itu kurang melahirkan kebijakan publik yang konkret, bahkan
cenderung sekadar mode debat akademik (kegenitan intelekiual), sedangkan bagi
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), paradigma menjadi bahan aksi, refleksi yang
konkret dalam memberdayakan masyarakat meskipun harus berhadapan dengan
rezim Orde Baru yang otoriter. Pada tahun 1985-an, misalnya, di Provinsi NTT,
Yayasan Alfa Omega (YAQ), dalam memberdayakan masyarskat menerapkan
paradigma PCD justtu pada saat Orde Baru berkuasa. LSM ini muncul ketika
pembangunan membutuhkan paradigma baru. Sebuah langkah straiegis dan berani
justru pada saat pemeriniah menerapkan politik stabilitas dan masih gandrung dengan
paradigma PCD dan welfare development. Sebuah posisi yang sulit pada saat itu. Apa
kata YAO tentang posisi dirinya di tengah Orde Baru wakiu itw? “..bahwa
kehadiran YAO berade dalam puncak keemasan otoriterisme di Indonesia yang
memposisikan LSM secara diametral berhadapon dengan pemerintah. Bahwa ciri
otoriterisme di mana peineriniah memonopoli ruang kekuasaan telah memposisikan
pemeriniah sebagai agen iunggal pembangunan dan moderninsesi....” (YAQ
2005:38). YAC memilih paradigma PCD sebagal ideologi gerakannya dengan

ISR A KAl VisT T V0T 1T DaTWE Lolvl CURaIl Sepertl apa yang GIpersePsikan
oleh penguasa. LSM merupakan organisasi rakyat untuk menggugat model fop down
pembangunan yang bias rakyat. Pendekatan YAO dan wmumnya LSM vang people
centered development ielah membangun kekuvatan rakyai lokal untuk mandiri
menolong diri sendiri, untuk mendekonstruksikan persepsi pembangunan sebagai
tindakan dari Inar saja. YAQ mempunyai andil dalam menggagas dan mempraktikkan
pembangunan dari bawah, sehingga model itu menjadi prototipe program
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KEMISKINAN DAN PARADIGMA: MENCARI RESULTAN

pemberdayaan rakyat sepérti yang diterima secara luas oleh lembaga-lembaga

pemerintahan sekarang ini. YAO dalam pendekatannya telah mengubah rakyat dari

objek menjadi subjek yang memiliki kapasitas,...” (YAO, 2005:39).

Mengamati ukuran kemiskinan yang dikenakan selama ini, dalam YAQO
dinyatakan mengatakan sebagai beriknt: “Kemiskinan diubah dalam persentase
angla-angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; orang miskin dieksploitasi
~ sebagai iklan pembangunan dan akhirnya prestasi pembangunan hanya ditujukan oleh
~angka penurunan kemiskinen dan angka-angka pertumbuhan ckonomi, padahal

~belum tentu menurunnya anglka-angka kemiskinan merepresentasilan perbaikan -
kondisi orang miskin. Karena itu, secara mekanistik, pembangunan lebih membury

angka dan mengabaikan kemiskinan itu....

Babkan, kemiskinan sering direpresentasikan oleh indikator tingkat
pendapatan masyarakat vang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Tingkat pendapatan ditentukan oleh berbagai faktor lainnya, seperti tingkat produksi,
teknologi, modal sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Di pihak lfain, dalam
pandangan kaum strukturalis, kemiskinan juga disebabkan oleh strultur sosial,
budaya, dan politik yang menyebabkan ketidakadilan kaum miskin memperoleh akses
untuk bertumbuh dan berkembang. Ketergantungan menjadi aspek yvang diduga kuat
menciptakan kemiskinan, baik ketergantungan terhadap bantuan maupun terhadap
pemerintah dan lembaga luar mereka (outsider) (YAQ 2005:5 5).

Pengalaman YAO dalam menanggulangi kemiskinan dengan merujuk pada
paradigma PCD patut direfleksikan. Bagaimana YAQ memandang kemiskinan?

The root of developiment is poverty. Kemiskinan adalah suatu hakikat bahwa
individu ataupun komunitas manusia mengalami dehumanisasi akibat kondisi
tidak manusiawi yang tampak dari kekurangan pangan, tak berdaya
menghadapi kematian, tertindas dari stuktur kekuasaan., Akumulasi dari
semua itu membuai kondisi mereka begitu rentan dan vulnerable, Karena itu,
upaya atau intervensi untuk mengubah kondisi kemiskinan itu merupakan
panggilan manusiawi, suatu tuntutan nilai etis dan bukan funtutan politis saja.
Pengalaman pembangunan di bawah kekuasaan negara, nilai pernbangunan
kurang mendapat tekanan yang berarti (YAO 2005:65)

PEMBERDAYAAN POLITIK DAN MANAJEMEN SUMBER DAVA LOKAL

Menanggulangi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan
orang miskin untuk mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya, sosial maupun

POl PerEngggulanganiya oersitat muludimensional. Pemberdayaan politik pada
lapisan miskin merupakan prasyarat agar terjadi pemerataan ckonomi dan
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, Lapisan masyarakat
miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi
karena berbagai hal, suara mereka terpendam dalam strulctur politik. Agar keluar dari
jeratan kemiskinan, mereka perlu pemberdayaan politik agar dapat bersuara dalam
struktur politik tersebut. Semakin tinggi akses politik yang dimiliki, semakin tinggi
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e "'.dmnya sendir.
-;kekiuangan demokrasi. Rakyat ‘sebenarnya bukan - kelxulancan uzmg, _meiam]\_an o

N -_-.-kekmangan kesempatan untuk: mengaktuahsaska potens; dirinya. Memang yang -

'_'_f_menjadl _IeﬂekSI adal_ah Orde Baru yang otorlter '_-'-_dan sentrahsﬁk yang ditudmc o

i .'-_._dééat ;.b;éfdemokram ;:_'Artmya dengan g-eadan'ya' 0 noﬁu daelah demokram dap.ai:
. tumbuh kembang. Demokrasi makin tumbuh, maka, iklim pOhtiL 1ebih terbuka. Akan -

" kepala daerah secara langsung (pilkada langsung); masyarakat (perempuan dan laki-

- -JURNAL PER{{_bM@N—jzgﬁijao'_S_.."' R

o pu}a akses pada ekono;m sehmgga aklmmya dlharapkantmereka dapat 111611081}12&51&&11 .

Ttulah sebabnya Amartya Sen bei asumsi: bahwa kemlskman 1tu 1613 adl karcna

g -tetapl setelah sekian lama. mengalaml otonomi daerah dan{ransisi demokrasz apakah

' 'demoklaa itu tumbuh dan secara apresiatif mampu menanggulang1 kemiskman
Se}ak tahun 1999»-2009 kehidupan demokrasi cukup mewarmal peiaksanaan

otonomz daerah. Fenomena bertum‘ouh kemb(_ngnya partai politik, proses pemilihan

laki} berparﬂsxpam dalam partai politik, dan masyarakat bebas berpolitik mempakan
suasana yang dijumpat di daerah-daerah. Namun, perfanyaannya apakah fenomena
~ tersebut - merupakan - indikator demokrasi “atau legitimasi ~demokrasi. Temyata
pemenntahan daerah yang desentralistik masih sebatas wacana. Tidak selalu otomatis
dan instan bahwa perubahan struktur pemenntahan benmbas posmf bag1 rakyat dl
daerah. - AP : _
Pengaiaman permhhan kepala daerah secara 1angsung, misalnya hanya
menghasﬂkan antrean panjang rakyat wntuk ikut memilih kepala daerah di tempat
pemungutan suara. Akan tetapi, itu terjadi setelah bupati/gubernur/wakil bupati/walil
gubernur yang terpilih tidak lagi memerintah secara demokratis. Perencanaan
pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (musrenbangda),
yang dipakai sebagai legitimasi partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat desa
(musrenbangdes) dengan  harapan dapat mengapresiasi dan merepresentasi,
mengakomodasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dalam prakiiknya dibuat
sebagai lips servive. Masyarakat (rakyat) yang hadir tidak merepresentasi kelompok
“kepentingan secara menyeluruh, menggunakan metode asal jadi. Masyarakat juga
tidak dilibatkan dalam mengonirol kebijakan pemerintah. Rakyat seakan menghadiri
proses demokrasi sebagai prosedur saja dalam demokrast.

Pengalaman sebuah LSM di NTT juga merefleksikan kehidupan politik di era
otonomi daerah. Bahwa meskipun telah banyak partai politik yang melahirkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang diharapkan dapat menelurkan kebijakan publik yang
lebih prorakyat, tetapi dalam kenyataannya tidak seperti yang diharapkan rakyat. Elite
pohtlk ya“lg daduk d1 tengah demokrasx pex’wa}{ﬂan tidak mewakili kepentingan

e imanuntale 200 olrane TOML
mengatakan sebagal ber;ku‘i . Kualitas intelekiual para elite politik sangat
diragukan dalam menghadapi dmamika dan kompleksitas pembangunan saat ini.
Akan sangat berisiko bahwa keputusan-keputusan yang berkonsekuensi pada
kehidupan orang banyak, seperti kerusakan linglungan hidup, konflik sosial,
kemiskinan, kehilangan lapangan pekerjaan, ketidakpastian hukum, ketidakadilan
ekonomi, dan pelanggaran HAM harus dipercayakan pada anggota parlemen dan
ekselutif yang tidak mempunyai kapasitas cukup dan juga tidak pernah berkonsultasi
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_p'ad'a'_fz_i_kyat.'.;.’.’ Kasus :.pémbab'ataﬁi ta{na_"f_ﬁan;fakyat, seperti kopi, vanili, jambu mete,

L " pisang, ‘dan sekaligus - kia_im_' tanah negara di Kabupaten Manggarai, sudah
' _ez'_iunjukkan'-kebijakan_bahwg ‘bukan :saja_eksekutif yang salah, melainkan juga

o _l_ég'is'latif. G

Leblhjauh,S;man}untak(ZOGS 277) mengatakan, “... Peng_ahlbi}a_rl keputusan =~
- publik masih dibuat melalul mekanisme politilc formal. Namun, mayoritas para elite
 politik di kursi legislatif diisi oleh mereka yang kurang memiliki integritas, kapasitas

~ inielekival, bahkan ketidakmampuan memperjuangkan agenda ‘otonomi dan
- kedaulatan rakyat secara pariisipatif. Kesalahan utama adalah sistern demokrasi

- “tersebut meminggirkan sepenuhnya akses masyarakat pada pengambilan keputusan- = -

keputusan publik...rakyat banyak (atau rakyat biasa), yang hidup di sudut-sudut kota

“dan _PelosoI{»pelosok pedes__aa_r_i republik yang katanya republika ini tidak mempunyai e
akses.sama sekali terhadap pengambilan keputusan yang mempengarvhi hajat hidup

‘mereka. Semua pengambilan keputusan-keputusan publik dilakukan pada dan oleh

~ mekanisme-mekanisme . politik formal, yang mempresentasikan - sebuah sistem

demokrasi yang sering disebut demokrasi perwakilan....”

-+ BahKan, ironisnya lagi, idealnya, partai politik harus menjadi dapur untuk
menggodok isu-isu dan kebijakan publik. Akan tetapi, bagaimana ia menjadi dapur
kalau kehadiran partai politik saja baru menjelang pemilihan legislatif, dan orang-
orang yang akiif dalam partai politik tidak melalui kaderisasi vang baik dan kontinu.
Dapat dibayangkan ketika orang-orang yang berasal dari partai dan kelak menjadi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menentukan kebijakan publik,
seperti masalah kemiskinan,

Celakanya lagi, menyangkut kebijakan publik, ternyata, seperti yang
diungkapkan Soetrisno (2005:178), “....Apabila kita menanyakan kepada perencana
pembangunan di NTT atau yang berada di pusat tentang masalah dasar pembangunan
yang dihadapi oleh provinsi yang ini, jawaban yang selaln saya peroleh adalah
jawaban klasik bahkan condong berbau klise dari masalah-masalah peinbangunan
nasional. Para perencana pembangunan itu akan mengidentifikasi masalah-masalah,
sepertl kepadatan penduduk, rendahnya mutu SDM, dan sederet masalah lain yang
pada dasarnya secara nasional merupakan masalah pembangunan. Dengan
membangun provinsi ini, kita justru harus memahami masalah-masalah dasar dari
provinsi ini dan bukan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan provinsi ini
dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Mengetahui masalah yang khas
dihadapi oleh provinsi ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu strategi yang
khas pula untuk memecahkan masalah-masalah khas provinsi.”

Akhirnya, apa yang dikatakan Nugroho (2001:118) mungkin benar, yaitu
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setdalberhagilondbrddmmys—barsumbor—darr—oars PelaEEan dan
penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran neoklasik, yaitu
masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekononi semata-
mata. Akibat dari pandangan tersebui, proyek pengentasan kemiskinan atau
pemberdayaan masyarakat bawah hanya terbatas pada upaya perbatkan kondisi
ckonomi dan perubahan nilai-nilai budaya melaiui proyek pelatihan kerja kelompok
miskin agar mampu meningkatkan produktivitas. Sedikit para ahli pembangunan
yang memahami bahwa problema kemiskinan juga bersumber pada tata politik yang
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e 'JURNAE P[}:Rko;}i_fmk;hm_é_gaas :

; _E_f::' tlmpang . Jlka demkan pezlu pemberdayaan terhadap komumtas masyarakat rmskm: '
. jika kemiskinan hendak dientas (dltanggulangz) Paradigma “people cemfered_

. :'developmem dengcm managemen. sumber daya lokal adaiah salah satu kemscayaan ifu.
e Memlnjam bahasa’ para. akiivis LSM : pemberdayaan t1dak hanyd menyangkut aspek
' » ekonomi tetapi: Juga pohﬁk sosial, dau budaya”;

) - Siapa yang harus terhbat daIam menanggulang1 kemlskman’? Tentu saja LSM__ R
L ‘_'_-_mennhkz keterbatasan untuk mengentas kemiskinan dengan mengacu pada paradigma .
T 'sepertl itu, Pememntah harus memelopon metode kerja pembeidayaaan dalam upaya
S -r.imengata& kem}.skman Partal pohtﬂc harus menjadi sumbm ke’ozj a.kan untuk

o sanggup mengentas kem1sk1nan Jangan sampa1 telajm* ‘duma mengetahm bahwa
sumber  kemiskinan justru berasal dari kebijaksanaan yang salah.. “Celaka kalan
‘dunia’ mengetahm bahwa sumber. k@blj&k&n it justru di partai pohhk blrokram dan

" legislatif. Setidak-tidaknya, bagi Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, ini sebuah

proposal kemiskinan. Namun yang Jelas henuskmzm dan pazadlgmanya sa.ma—sama
mencari resultan. : : : : i . B N\ -

PENUTUP

. Tuhsan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan mermhkz parametel dzmensx
implementasi, dan paradigmanya sendiri. Kemmkman tidak. berdiri sendiri, tetapi
lahir dari paradigma pembangunan. Pembangunan pun memiliki paradlgmanya
sendiri balk secara teoretis maupun praksis. Keduanya, baik paradigma
pembangunan maupun kemuskinan, memiliki garis kehendak diri yang hendak
bertemu dalam sebuah titik (terau), yaitu masyarakat sejahtera adil-malamur. Titik
temu antara garis kehendak kemiskinan dan garis kehendak paradigma pembangunan
itulah sebuah resultan. Kemiskinan masih merupakan fakta yang akut, karena
paradigma pembangunan dan kemiskinan masih harus berjuang terus mencari
“resultan. Menecari titik temu, bukan saja mungkin {(niscaya) dilakukan, tetapi bisa!
Artinya, sejauh garis paradigma pembangunan dan garis parameter/dimensi
kemiskinan tepat, maka yang harus dibenahi adalah political will pemerintah,
metodologi, ideologi, komitmen, dan konsistensi. People centered development
diyakini merupakan sebuah paradigma yang tepat menjadi pedoman dan tonggak arah
(rujukan). Sejauh tidak mengenakan parameter dan dimensi kemiskinan yang
terjebak dalam ukuran ekonomistik semata (melainkan kultural dan sirukiural),
kemiskinan niscaya teratasi. Tentu untuk menggapai titik temu (resultan) itu butuh
demokratisasi.
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